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ABSTRAK 
 
ALVIANDY MUNIR SOLEMAN (B111 12 256) dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan 
Oleh Anak Studi Kasus Putusan No. 134/Pid.Sus.Anak/2015/PN/MKS” 
di bawah bimbingan Andi Sofyan sebagai Pembimbing I dan Haeranah 
sebagai Pembimbing II 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan 
anak yang berkonflik dengan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap 
tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak dalam putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No.134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks serta 
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana penadahan dalam putusan 
No.134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
melakukakan wawancara langsung dengan pihak terkait, dalam hal ini 
hakim yang telah menangani perkara penadahan yang dilakukan oleh anak, 
serta mengambil putusan yang terkait dengan pemecahan masalah. 
Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-
buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  
masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) dalam upaya 
menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan 
tindakan preventif dan juga kuratif. (2) penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak dalam putusan 
no.134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks yang didasarkan pada fakta-fakta 
hukum alat-alat bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis 
yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dimana dalam kasus ini jaksa 
menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jaksa 
menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 
dikurangi selama terdakwa ditahan sementara. Pertimbangan hukum oleh 
hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana 
penadahan oleh anak dalam putusan no.134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks 
sudah tepat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam 
persidangan yaitu kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan 
faktor-faktor relevan dengan hal tersebut. Haklim yang memutus perkara ini 
menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan 
sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga 
negara tersebut melaggar hukum karena kewajiban tersebut telah 
ditentutkan berdasarkan hukum.1  
 Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi 
manusia lain (Homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan 
tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi 
manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun 
tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak 
jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak 
pidana (delik). 
 Belakangan ini telah marak terjadi tindakan pidana terhadap harta 
kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia 
diantaranya : 
1. Pencurian; 
                                                          
1 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan 
Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011 Hal. 22. 
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2. Pembunuhan; 
3. Penggelapan; 
4. Penipuan; 
5. Pemerasan; 
6. Penadahan. 
 Indonesia sebagai negara yang sudah lama mengakui akan hak 
asasi manusia oleh karena itu peraturan yang menyangkut tentang 
kejahatan terhadap harta kekayaan itu dalam hukum pidana guna menjerat 
para pelaku tindak pidana tersebut.  
 Salah satu bentuk tindak pidana yang akan dibahas dalah skripsi ini 
adalah tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Buku  II Bab 
XXX tentang pertolongan (jahat) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(selanjutnya disingkat KUHP). Pasal 480 KUHP yang rumusannya adalah : 
 Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum ; 
1e. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli,  menyewa, 
 menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau 
 karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, 
 menggadaikan, membawam menyimpan, atau menyembunyikan 
 sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya 
 diperoleh karena kejahatan (K.U.H.P. 517-2e). 
2e. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu 
 barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya 
 barang itu diperoleh karena kejahatan (K.U.H.P. 481 s, 486). 
 Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena sosial yang 
muncul di dalam masyarakat, dimana tindak pidana penadahan tidak hanya 
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dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak 
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum 
atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-
anak dikedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam 
tiap tingkat pemeriksaannya. 
 Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia pada 
umumnya yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber 
daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya 
mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan 
hukum. 
 Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah 
modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu 
hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-
haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. 
 Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya 
kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang 
sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya 
akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang 
harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. 
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 Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan 
masa depan anak. 
 Sehubungan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitan tentang kajian terhadap putusan hakim dalam 
perkara tindak pidana pendahan yang dilakukan oleh terdakwa dibawah 
umur dengan judul penelitian : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” (Studi Kasus Putusan 
Nomor:134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1.  Bagaimanakah upaya penanggulangan kenakalan anak yang 
berkonflik dengan hukum ? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum 
oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap 
tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak dalam putusan 
No.134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan pada permasalahan yang telah Penulis kemukakan 
maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah : 
1) Tujuan Penelitian 
1.  Untuk mengetahui upaya penanggulangan kenakalan anak yang 
berkonflik dengan hukum.  
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana serta pertimbangan 
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa 
pemidanaan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan 
oleh anak dalam putusan No.134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks. 
2) Kegunaan Penelitian 
 Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 1. Kegunaan secara teoritis yaitu : 
 Hasil penelitian ini dapat memberikan sungbangsi pemikirian 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah yang menyangkut tindak pidana penadahan yang 
dilakukan oleh anak di kota Makassar. 
 2. Kegunaan praktis yaitu : 
Sebagai sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum 
pidana dan memberikan kontribusi atau masukan sebagai bahan 
pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
 Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan dan “yuridis”. Tinjauan 
berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, 
memeriksa. Kata tinjau mendapat akhiran-an menjadi tinjauan yang artinya 
perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai 
kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis. 
Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan 
oleh Undang-Undang. 
 Jadi Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan 
yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum 
oleh undang-undang. 
 Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut 
Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum pidana 
materill yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua 
ketentuan dan peraturan yang menunjukan tentang tindakan-tindakan yang 
mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah 
orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak tindakan-
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tindakan tersebut dan Pidana yang bagaimana yang dapat dijatuhkan 
terhadap orang tersebut. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah Straffbaar feit. 
Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang 
berarti delik. Strafbaarfeit terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar, dan feit yang 
masing-masing memiliki arti:2 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa Inggris 
disebut delict. Blacks’ Law Dictionary mengartikan delict sebagai A violation 
of the law especially a wrongful act or omission giving rise to a claim for 
compensation3. Dalam bahasa Indonesia, definisi tersebut diartikan, 
sebuah pelanggaran hukum terutama tindakan yang salah atau kelalaian 
yang menimbulkan klaim untuk kompensasi4. 
                                                          
2 Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, . Hal. 19. 
3 Bryan A. Garner, 2004, Blacks’ Law Dictionary Eight Edition, United States: Thomson. 
4 Terjemahan Bebas. 
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 Para sarjana barat memberikan pengertian/defenisi yang berbeda-
beda mengenai istilah strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:5 
a. Perumusan Simons 
 
 Simons merumuskan bahwa: “Een strafbaar feit” adalah suatu 
handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatic) dilakukan dengan 
kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-
unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat 
keadaaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan 
(schuld) dan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) dari 
petindak. 
 
b. Perumusan Van Hamel 
 Van hamel merumuskan bahwa “strafbaar feit” sama yang 
dirumuskan dengan simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 
“tindakan mana bersifat dapat dipidana”. 
c. Perumusan Vos 
 Vos merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu kelakukan (gedraging) 
manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana. 
d. Perumusan Pompe 
 Pompe merumuskan: “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran 
kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku 
mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah waja untuk 
menyelenggarakan untuk ketertiban hukum dan menjamin kesejahtraan 
umum. 
 Dalam buku E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengenai asas-asas 
hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa istilah 
starfbaar feit, telah diterjemahkan dalam bahasa  Indonesia sebagai:6 
 a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum 
 b) Peristiwa pidana 
 c) Perbuatan pidana dan 
 d) Tindak pidana 
                                                          
5 E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
Jakarta: Storia Grafika, Hal.205. 
6 lbid, Hal. 204. 
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 Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan 
itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan di Indonesia 
telah menggunakan keempat-empatnya istilah tersebut dalam berbagai 
undang-undang. 
 Para sarjana Indonesia juga telah menggunakan beberapa atau 
salah satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah dibagi atas 5 
kelompok oleh Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum 
pidana, sebagai berikut:7 
Ke-1 : Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid  
  (1962:  32) Rusli Effendy (198: 46) Utrecht (Sianturi 1986:  
  206) dan lain-lainnya: 
Ke-2 : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljatno (1983: 54) dan 
  lain-lain; 
Ke-3 : “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J Van  
  schravendjik (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainnya; 
Ke-4 : “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986:  
  55), Soesilo (1979 :26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lain-
  lainnya; 
Ke-5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146)  
  dan Satochid Kartanegara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain. 
Dan dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana masing-
masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya 
ialah: 
                                                          
7 Amir Ilyas, Op.Cit., Hal. 21. 
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 Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana menurut isitilah beliau 
 yakni perbuatan pidana adalah:8 
 “perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
 disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
 bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;” 
 Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah 
 beliau yakni delik adalah:9 
 “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh 
 hukuman oleh undang-undang(pidana);”  
 Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:10 
 “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu 
 dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
 dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta 
 kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab);” 
 Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah sebagai 
 berikut:11 
 “bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu 
 aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi 
 barang siapa yang melanggar larangan tersebut;” 
 Menurut, R. Tresna, peristiwa pidana adalah:12 
                                                          
8 Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta, Hal. 59. 
9 lbid. Hal. 19. 
10 lbid. Hal. 22. 
11 lbid. Hal. 25. 
12 E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012. Op.cit, Hal. 208-209. 
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 “sesuatu rangkaian atau perbuatan manusia, yang bertentangan 
 dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap 
 perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman;” 
 Menurut Wirjono Prodjodikoro,beliau merumuskan tindak pidana 
 sebagai berikut:13 
 “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
 dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana” 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang14 mengatakan 
bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan 
unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan 
objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku 
dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur 
subjektif  itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaaan-
keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. 
 Moeljatno15 menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
                                                          
13 lbid. Hal. 209. 
14 P.A.F., Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet III, Bandung: Cintra Aditya 
Bakti Hal. 123. 
15 Moeljatno Op.Cit Hal. 50 
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siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang 
diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah: 
 a. Perbuatan (manusia); 
 b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
 c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
 Vos16 merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan 
manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”. Menurut 
bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana 
adalah: 
 a. Kelakuan manusia; 
 b. Diancam dengan pidana; 
 c. Dalam peraturan undang-undang; 
 Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat 
oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak 
pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-
undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur 
yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si 
pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai 
perbuatannya. 
                                                          
16 Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 
Hal. 72. 
13 
 Sementara itu Leden Marpaung17, juga menyatakan bahwa unsur-
unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan 
uraian sebagai berikut : 
 a. Unsur subjektif 
Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana 
menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (an act does 
not make a person guilty unless the min is guilty or actus non facit 
reum nisi mensi si rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah   
kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan dan 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 
kealpaan (schuld). 
 b. Unsur objektif 
Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas: 
 1) Perbuatan manusia berupa: 
 a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
 b) omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif,  
     yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) 
perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
                                                          
17 Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 9. 
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3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain: 
a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b) keadaan setelah perbuatan dilakukan 
c) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan 
dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu 
kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan 
terdakwa dibebasakan dari pengadilan. 
3. Jenis-Jenis Tidak  Pidana 
 Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, 
yaitu sebagai berikut18 : 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdriven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III; 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tidak pidana materil (materil delicten); 
                                                          
18 Adami Chazawi, 2001, Stlees Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal. 121. 
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c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja/kelalaian (culpose delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
commisionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak 
pidana omisi (delicta omissionis); 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (aflopende 
delicten) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung 
terus/berlanjut voortduren delicten); 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (communia delicten, yang dapat dilakukan oleh 
siapa saja), dan tindak pidana propria (propria delicate, yang hanya 
dapat dilakukan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu); 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan 
tindak pidana aduan (klacht delicten); 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dapat dibedakan antara tindak pidana yang dipeberat 
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{gequalifceerde delicte) dan tindak pidana yang diperingan 
(gepriviligeerde delicten): 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan 
tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 
pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan 
lain sebagainya; 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal {enkelvoudige delicten) 
dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten); 
l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak 
pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut 
yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan 
keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh 
Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh 
masyarakat. 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian pidana dan pemidanaan 
 Pidana berasal dari kata straf (bahasa belanda), yang disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, 
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karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari rech. Menurut 
Adami Chazawi19, pidana lebih tepat didefenisikan sebagai : 
“suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara 
kepada seeseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
(sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini 
disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). 
 Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari 
hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan 
atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. 
Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-
kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencantumkan pidana 
pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk 
kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga 
bertujugan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat melanggar 
hukum pidana. 
 Sedangkan Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan 
sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
“pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
 Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban 
juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
                                                          
19 Adam Chazawi Op.Cit Hal. 24. 
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konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa. 
 Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya 
preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 
pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 
perencanaan sebagai berikut : 
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
2.. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
2. Jenis-jenis Pidana 
 KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci 
jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. 
Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara 
pidana pokok dan pidana tambahan. 
a. Pidana pokok terdiri dari: 
1. Pidana mati; 
2. Pidana penjara; 
3. Pidana kurungan; 
4. Pidana denda; 
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5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 
1946). 
b. Pidana tambahan terdiri dari: 
1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu; 
3. Pidana pengumuman putusan hakim. 
Pidana pokok terdiri dari : 
1. Pidana Mati 
 Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun hak yang tertinggi 
bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini 
pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, 
yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak 
heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra. 
 Dalam KUHP kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya 
kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat 
dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 
140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 
KUHPidana. 
2. Pidana Penjara 
 Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaaan. Pidana 
penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, 
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dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata 
tertib yang berlaku dalam penjara. 
 Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP dibedakan menjadi 
: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu. 
Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang 
sangat berat, yakni : 
 a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 
     365 ayat(4), Pasal 368 ayat (2); dan 
 b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi 
     sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-   
     tingginya 20 tahun, misalnya pasal 106 dan 108 ayat (2). 
 Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan 
paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana 
penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun 
secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 
ayat (3). 
3. Pidana Kurungan 
 Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan 
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama 
dengan hukuman penjara yaitu merupakan permapasan kemerdekaan 
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seseorang. Dalam KUHP Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana 
kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. 
4. Pidana Denda 
 Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali 
dijatuhkan.Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika 
pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak 
pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya 
diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim 
menjatuhkan pidana lain selai denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang 
semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang 
diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang 
di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda 
dijatuhkan. 
5. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). 
 Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat 
dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu 
hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Pidana tutupan 
sebenarnya dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk 
menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh 
hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan 
tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud 
yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala 
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sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 tahun 
1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, 
yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. 
Pidana tambahan terdiri dari : 
 Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, 
terdiri dari : 
1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
 Menurut Vos20, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di 
bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, 
pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal: 
 1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan  
      hakim. 
 2. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu  
      menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
 Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana21, 
 yaitu : 
 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 
 2) Hak memasuki angkatan bersenjata; 
 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan    
    berdasarkan aturan-aturan umum;  
                                                          
20 Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineke Cipta: Jakarta Hal 211 
21 lbid, Hal 212. 
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 4) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut      
     hukum (gerecthelijke bewindvoerder), hak menjadi wali        
    pengawas,  pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang  
     yang bukan anak-anak; 
 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau 
     pengampu atas anak sendiri; 
 6. Hak menjalankan pencaharian. 
 Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan 
pidana pecabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu 
diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan 
hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas 
diberi kewenangan oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan 
tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan 
pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat 
dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362 ,363, 365, 374,375. 
2, Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu 
 Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana 
hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 
diperkenankan untuk semua barang, undang-undang tidak mengenal 
perampasan untuk semua kekayaan. 
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 Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim 
pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu22 : 
 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan   
(bukan pelanggaran), yang disebut dengan corpora delictie, misalnya 
uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari 
kejahatan pemalsuan surat; dan 
2) Barang-barang yang diguakan dalam melakukan kejahatan, yang 
disebut dengan instrumenta delictie, misalnya pisau yang digunakan 
dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu 
yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya. 
3) Pidana pengumuman putusan hakim 
 Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP) bila tidak, putusan itu batal 
demi hukum.Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas 
memnentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, hal tersebut 
dapat dilakukan melalui suratkabar, plakat yang ditempelkan pada papan 
pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya 
dibebankan pada terpidana.  
 Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, 
                                                          
22 R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor :Politeia, Hal.57. 
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bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada 
terhadap kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan 
sebagainya. 
D. Tindak Pidana Penadahan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan 
 Pengertian penadahan sampai sekarang belum ada rumusan yang 
jelas atau defenisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, 
hanya menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu 
bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli  berpendapat bahwa 
perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut 
undang-undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang 
siapa yang melakukan kejahatan penadahan. 
 Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata “tadah” yang 
merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- 
dan akhiran –an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni 
suatu kegiatan tadah yang dilakukan subjek pelaku yang disebut penadah. 
Dalam kamus bahasa Indonesia23 disebutkan : 
Tadah  : barang siapa yang dipakai untuk menadah. 
Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan. 
Sedangkan tukang tadah, penadah, adalah orang yang menerima 
barang gelap atau barang curian ; misalnya ia mengaku menjadi 
tukang tadah barang curian. 
 
 Sedangkan pengertian pendahan menurut Pasal 480 KUHP: 
                                                          
23 Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hal 989 
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1) Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, 
menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak 
mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang 
diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 
2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, 
yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu 
diperoleh karena kejahatan. 
 
 Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang 
terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan Apabila si pendadah tidak 
diancam dengan pidana, beberapa jenis penjahat dibiarkan bertindak 
leluasa dan dan keadaan demikian tentu tidak pantas, justru penjahat yang 
lebih tua sering menggunakan kesempatan menyuruh orang lain untuk 
melakukan sesuatu dengan penuh resiko dan tinggal dibelakang layar 
sebagai penadahan. 
 Perbuatan undang-undang membicarakan suatu kejahatan terhadap 
harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan 
terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya 
kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhdapa setiap 
penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, 
kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, oleh 
orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik 
keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dilakukan oleh 
orang lain. 
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 Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari 
orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu 
berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan 
 Dalam Pasal 480 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: 
Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dendas 
ebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum ; 
1.e. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, 
 menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau 
 karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, 
 menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan 
 sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh 
 karena kejatahan. (K.U.H.P. 517-2e). 
2e. Barang yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang 
 diketahuinya atau patut harus disangkanya barang ini diperoleh 
 karena kejahatan. (K.U.H.P. 481 s, 486). 
 terdapat dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang 
pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Unsur-unsur objektif : 
a) Perbuatan kelompok 1, yakni 
1) Membeli, 
2) Menyewa, 
3) Menukar, 
4) Menerima gadai, 
5) Menerima hadiah, 
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atau kelompok 2, untuk menarik keuntungan : 
1) Menjual, 
2) Menyewakan, 
3) Menukar, 
4) Menggadaikan, 
5) Mengangkut, 
6) Menyimpan, 
7) Menyembunyikan. 
b) Objeknya : suatu benda. 
c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan. 
 Tanda koma memisahkan kata membeli, menyewa, menukar, 
menerima gadai, menerima hadiah, untuk mendapatkan keuntungan, 
menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan, dan mengambil keuntungan, berarti 
perbuatan tersebut merupakan alternatif dimana ketika salah satu dari 
perbuatan diatas yang menjadi unsur objektif tersebut dapat dibuktikan dan 
memenuhi unsur subjektifnya maka orang yang melakakuan salah satu 
perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur penadahan. 
2. Unsur-unsur subjektif : 
a) Yang diketahuinya, atau 
b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari 
kejahatan. 
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E. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak 
 Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman 
mengenai pengertian tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud 
dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum 
kawin. 
 Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam 
peraturan perundang-undangan: 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 330 
ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih 
dahulu kawin. 
b. Menurut Kitab Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 Tentang  
Sistem Peradilan Anak, ditetapkan anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumum 18 (delapan 
belas) tahun. 
c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak 
didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak 
sipil yang dididik di lapas paling lama berumur  18 (delapan belas) 
tahun. 
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d. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam Pasal 
1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. 
e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (3), Anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
f. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-
VII/2010, tanggal 24 februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak, 
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase ‘8 tahun’ 
dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 
No.3 Tahun 1997 tetang Pengadilan Anak bertentangan dengan 
UUD 1945 sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak 
yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. 
Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa para ahli 
yakni sebagai berikut: 
Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi   
Gultom mengatakan bahwa: 
“Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan 
perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi 
dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi 
batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi 
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dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua 
puluh satu) tahun untuk laki-laki.”24 
 
Adapun Hilman Hadikusuma masih dalam buku yang sama 
merumuskannya dengan : 
“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak 
 perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang 
belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, 
misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, 
berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”25 
 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan batasan pengertian 
anak yakni seseorang yang telah mmencapai usia 12 (dua belas) 
tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. 
2. Sebab-Sebab Timbulnya Kenakalan Anak 
Zakiah Drajat mengemukakan terjadinya kenakalan anak remaja: 
“Dimana kekacauan dan kegelisahan atau tekanan perasaan yang 
dideritanya, dipantulkan keluar dalam bentuk kelakuan yang 
mungkin mengganggu orang lain atau dirinya sendiri sering kali 
menyebabkan timbulnya kenakalan anak atau remaja.26 
 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa anak 
yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Yang dimaksud anak nakal adalah : 
                                                          
24 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T Refika 
Aditama, 2010, Hal. 32. 
25 lbid, Hal. 32. 
26 Yesmil Anwar, dan Adang, Kriminologi, Bandung Refika Aditama, 2010, Hal. 384. 
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a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan.27 
Dengan menggunakan logika yang sangat sederhana, kita akan 
menyetujui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan 
untuk berbuat baik, akan tetapi, untuk mewujudknannya terkadang ia harus 
bergulat dengan faktor yang ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan 
situasi dan kondisi, yang menjadikan dirinya berbuat sebaliknya.28 
 Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai 
motivasi intrinstik dan motivasi ekstrinstik yang menyebabkan kenakalan 
anak:29 
a) Motivasi intrinstik dari kenakalan anak-anak ialah: 
 1) Faktor intelegentia; 
 2) Faktor usia; 
 3) Faktor kelamin; 
 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga. 
b) Yang termasuk motivasi ekstrinstik adalah: 
1) Faktor rumah tangga; 
                                                          
27 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 
26. 
28 Walyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung, Mandar Maju, 1991, Hal. 17. 
29 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung, Armico, 1983 Hal 10. 
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2) Faktor pendidikan dan sekolah; 
3) Faktor pergaulan anak: 
4) Faktor media masa. 
3. Pertimbangan Pemidanaan Anak 
 Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin 
mengambil tindakan yang memisahkan anak dari orang tuanya, atas 
pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga 
pemasyarakatan anak yang baik (a bad home is better than a good 
institution/prison). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui 
segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan.30 
 Dalam hal hakim memutus untuk memberikan pidana pada anak, 
maka ada tiga hal yangperlu diperhatikan: 
a) Sifat kejatahan yang dijalankan; 
b) Perkembangan jiwa si anak; 
c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya. 
 Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai 
diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus 
didampingi oleh petugas sosial yang membuat case study tentang anak 
dalam sidang. 
                                                          
30 lbid. Hal. 17. 
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 Adapun yang tercantum dalam case study ialah gambaran keadaan 
si anak, berupa: 
a) Masalah sosialnya; 
b) Kepribadiannya; 
c) Latar belakang kehidupannya, misalnya : 
1) Riwayat sejak kecil; 
2) Pergaulannya didalam dan diluar rumah; 
3) Keadaan rumah tangga si anak; 
4) Hubungan antara bapak ibu dan si anak; 
5) Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain; 
6) Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut.31 
Case Study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan 
anak dikemudian hari, karena didalam menutuskan perkara anak dengan 
melihat case study dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara 
khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak 
tidak dibantu dengan pembuatan case study, maka hakim tidak akan 
mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh 
bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu 
beberapa jam saja dan biasanya dalam case study petugas BISPA 
menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil 
oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.32 
                                                          
31 Lbid Hal. 17. 
32 Bunani Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung, P.T.Alumni, 2010, Hal. 111. 
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4. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal 
 Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal 
dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau 
tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana 
pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal. 
a) Pidana Pokok 
 Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal, yaitu: 
1) Pidana Penjara 
 Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi 
anak nakal ½ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling 
lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu, pidana mati dan pejara seumur hidup 
tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. 
 Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana 
terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi 
anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. 
Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati 
dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan 
berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
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 Mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak 
pidana, mengacu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada 
pokoknya sebagai berikut : 
a. Pidana penjara yang dapat jatuhkan paling lama ½ (satu per dua) 
dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa. 
b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
c. Apabila anak tersebut belum mencapi 12 (dua belas tahun) 
melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa 
“menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja”. 
d. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun 
melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak 
diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatukan salah satu 
tindakan. 
2) Pidana Kurungan 
 Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan 
kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama  ½ (satu per dua) 
dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah 
maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang 
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dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-Undang 
lainnya (penjelasan Pasal 27). 
 3) Pidana Denda 
 Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan 
pidana denda terhadap anak nakal paling banyak  ½ (satu per dua) dari 
maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (Pasal 28 ayat (1)). 
Undang-Undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif 
baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka 
diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian 
supaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki ketrampilan 
yang bermanfaat bagi dirinya (penjelasan pasal 28 ayat (2)). 
 4) Pidana Pengawasan 
 Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak 
pidana dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 
b.Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di   
rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa. 
c.Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 
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b) Pidana Tambahan 
 Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap 
anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa : 
1.Perampasan barang-barang tertentu; dan atau 
2. Pembayaran ganti rugi. 
Tindakan 
 Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 
24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah : 
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;\ 
b.Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja; atau 
c.Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organinsasi sosial 
kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja.33 
 Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 
71 tentang Sistem Peradilan Pidana, jenis pidana dan tindakan adalah 
sebagai berikut :  
Pidana pokok bagi anak terdiri atas : 
a) Pidana peringatan 
 Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak 
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak (Pasal 72) 
                                                          
33 lbid, Hal. 26-30. 
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b) Pidana dengan syarat 
 Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam oleh hakim dalam hal 
pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana bersyarat 
terbagi atas tiga yaitu : 
 1. Pembinaan di luar lembaga; (Pasal 75) 
Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan  : 
- Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh 
pejabat pembina 
- Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau 
- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotoropika 
dan zat adiktif lainnya. 
 2. Pelayanan masyarakat (Pasal 76); atau 
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimkasudkan untuk 
mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan 
kemasyarakatan yang postif. 
 3. Pengawasan (Pasal 77). 
Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan yaitu anak ditempatkan di 
bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing 
masyarakat.  
c. Pelatihan Kerja 
 Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja 
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yang sesuai dengan usia anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 1 (satu) tahun. 
d. Pembinaan dalam Lembaga 
 Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan 
kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah 
maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila 
keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, paling 
singkat 3( tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan). 
f. Penjara 
 Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan 
masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling 
lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 
dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 
(delapan belas) tahun. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan 
sebagai upaya terakhir. 
Pidana tambahan bagi anak terdiri atas : 
 Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap 
anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa : 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 
b. Pemenuhan kewajiban adat 
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Tindakan 
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 82 
ayat (1)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) adalah : 
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali; 
b Penyerahan kepada seseorang; 
c. Perawatan di rumah sakit jiwa 
d. Perawatan di LPKS; 
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta lengkap 
maka setiap penulisan karya ilmiah atau skripsi harus diawali dengan 
penelitian. Maka pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya tempat 
tersebut karena dari lokasi tersebut penulis mencari data dan informasi 
yang relevan dengan objek penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 
dalam dua jenis, yaitu : 
 1. Data Primer 
 Data yang diperoleh dari dengan mengadakan wawancara di 
Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, 
dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet, 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan 
dengan dua cara, yakni : 
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1. Penelitian Pustakan (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan 
wawancara dengan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar 
dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar. 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer 
maupun data sekunder dianalisis secara kualitataif kemudian disajikan 
secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan 
sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak Yang Berkonflik Dengan 
Hukum 
 Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. Juvenile 
(dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-
anak; anak muda, sedangkan Deliquency artinya terabaikan/mengabaikan 
yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan 
lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi 
diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi norma dan hukum yang 
berlaku di suatu masyarakat. 
 Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak memasukan upaya-
upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak. 
Upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, 
dengan tindakan preventif dan tindakan kuratif. 
1. Tindakan Preventif 
 Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya 
kenakalan anak, berupa : 
a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; 
b. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk 
 memperbaiki     tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan 
 hidup; 
c. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah dengan rumah-rumah gubuk; 
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d.  Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja; 
e.  Membentuk kesejahteraan anak; 
f.  Mendirikan sekolah bagi anak miskin; 
g. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatfitas anak.34 
 
2. Tindakan Kuratif 
Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan 
anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif antara lain berupa : 
a.  Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan; 
b. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang 
 tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi 
 perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak; 
c. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke 
 tengah lingkungan sosial yang baik; 
d. Mendirikan klinik psiokologi untuk meringankan dan memecahkan 
 konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. 
 
 Pada intinya pencegahan kenakalan anak yaitu melalui keluarga, 
pendidikan, masyarakat dan media masa juga turut berperan penting di era 
globalisasi ini. 
a. Keluarga 
 Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, 
maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan 
kesejahteraan keluarga dan semua anggota keluarganya. Keluarga 
merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi 
                                                          
34 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal 38 
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pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka 
diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut : 
• Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu keluarga 
 dalam memberiukan pemeliharaan dan perlindungan serta 
 kesejahteraan mental dan fisik anak; 
• Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua 
 angkat; 
• Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya; 
• Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi dan kerjasama anak di 
 masa mendatang 
 
b. Pendidikan 
 Pendidikan juga mengambil peran penting dalam upaya 
pencegahan, proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan 
pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan 
yang mencakup : 
• Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan 
 terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak; 
• Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan dan 
 kemampuan mental secara fisik anak menuju potensi maksimalnya; 
• Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses 
 pendidikan; 
• Menerapkan aktivitas anak yang mendorong rasa identitas dengan 
 dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat; 
• Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan 
 pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan 
 dan lainnya; 
• Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah 
 dan penghukuman yang keras; 
• Sistem pendidikan berkerjasama dengan orang tua, organisasi 
 masyaraka, badan-badan yang terkait dengan aktifitas anak; 
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• Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi 
 resiko sosial; 
• Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktifitas ekstrakurikuler 
 yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerja sama 
 dengan kelompok-kelompok masyarakat; 
• Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan untuk 
 memenuhi prasyarat kehadiran di sekolah dan terancam putus 
 sekolah hendaknya diberikan. 
 
c. Masyarakat 
 Peran masyarakat juga turut serta dan penting dalam usaha 
pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti 
berikut ini : 
• Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk 
 memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah, dan 
 kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja; 
• Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat 
 lagi tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal; 
• Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan anak 
 dalam hal ini remaja yang dalam masa transisi menuju dewasa; 
• Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada 
 tingkat lokal; 
• Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat 
 oleh remaja. 
 
d. Media Massa 
 Di era globalisasi ini, media massa turut mengambil peranan yang 
cukup besar dalam upaya penanggulangan kenakalan anak. Agar media 
massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan 
kenakalan anak, maka: 
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• Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja 
 mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai 
 sumber; 
• Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif 
 remaja terhadap masyarakat; 
• Media massa agar didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, 
 penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan 
 kekerasan eksploitasi secara tidak benar; 
• Media massa agar menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya 
 yang besar, seperti kampanye pencegahan penyalahgunaan obat-
 obatan terlarang.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
35 Lbid Hal, 42. 
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B. Penerapan Hukum Pidana Serta Pertimbangan Hukum Oleh Hakim 
Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang dilakukan Oleh Anak 
Dalam Putusan No.134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS 
Penerapan Hukum Pidana Oleh Hakim 
 Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi 
korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi sebab 
yang melahirkan suatu akibat. 
 Kejahatan Penadahan juga merupakan rentetan dari kejahatan 
sebelumnya. Seperti diketahui dengan adanya orang yang bertindak 
sebagai penadahah akan memberikan dorongan atau rangsangan untuk 
melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. 
 Untuk membahas hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap 
putusan hakim dalam perkara tindak pidana Penadahan yang dilakukan 
oleh anak, berikut ini disajikan hasil penelitian yaitu putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No.134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks 
1. Posisi Kasus 
 Terdakwa bernama Ridwan Saleh Alias Sinchan yang berumur 16 
(enam belas) tahun, yang awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 mei 
2015 sekitar jam 02.00 Wita di jalan Baji Ati Komp.Perwira Blok G 76 
Makassar yang melakukan pencurian berupa 1(satu) unit sepeda Polygon 
warna kuning hitam adalah teman terdakwa yaitu Lk,.Wawan dan Lk.Aswar. 
 Kemudian Lk.Wawan menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit 
sepeda Polygon warna kuning hitam karena dijanjikan akan diberikan uang 
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa mengetahui rumah 
Sdr. Fajar dan mengetahui kalau Sdr. Fajar memiliki sepeda. 
 Terdakwa mengetahui bahwa sepeda tersebut adalah sepeda hasil 
curian, kemudian terdakwa menjual sepeda tersebut kepada saksi Sapriadi 
dijalan Cendrawasih dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) dan uang hasil dari penjualan sepeda tersebut terdakwa berikan 
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kepada Lk. Aswar kemudian dari hasil penjualan sepeda Lk. Aswar 
memberikan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 
 Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut 
Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa berdasarkan dari hasil  penyidikan. Surat dakwaan merupakan 
‘senjata’ yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai 
wakil dari Negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku 
tindak pidana. 
 Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Makassar berdasarakan surat dakwaan tertanggal 1 Juni 
2015 dengan Nomor Reg Perkara : PDM-78/R,4,10/EP.1/06/2015, telah 
didakwa sebagai berikut : 
- Bahwa ia terdakwa Ridwan Saleh alias Sinchan, pada hari jumat tanggal 
15 Mei 2015 selotar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada wakt tu 
lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan baji Ati Makassar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, barang siapa menarik keuntungan, 
menjual sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatut diduga bahwa 
diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas 
berawal dari Lk. Wawan dan Aswar (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda 
merek Polygon warna kuning hitam milik saksi Fajar kemudian Lk. Wawan 
Menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda dan terdakwa dijanjikan akan 
diberikan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa 
sepeda tersebut ke jalan cendrawasih untuk dijual kepada saksi Sapriadi 
dan saksi Sapriadi membeli sepeda tersebut dengan harga Rp. 250.000,- 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya hasil penjualan sepeda 
terdakwa berikan kepada Lk. Aswar dan terdakwa menerima Rp.20.000,- 
(dua puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi Fajar mengalami 
kerugian materil sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka 
sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa 
terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan di depan 
persidangan dengan dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP. 
Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, adalah sebagai 
berikut : 
1. Barang siapa 
 Yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek 
hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam perkara ini yang 
diajukan sebagai terdakwa adalah Ridwan Saleh Alias Sinchan Seorang 
laki-laki yang sehat jasmani dan rohani dalam hal mana terdakwa sadar 
akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dan terdakwa 
membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
 Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima 
 sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, 
 menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan, atau 
 menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut 
 disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan 
 Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, 
maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar Lk. Wawan dan Lk. 
Aswar (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda merel Polygon warna kuning 
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hitam milik Saksi Fajar kemudian Lk. Wawan menyuruh terdakwa untuk 
menjual sepeda dan terdakwa dijanjikan akan diberikan Rp. 20.000,- (dua 
puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa sepeda tersebut ke Jalan 
Cendrawasih untuk dijual kepada saksi Sapriadi dan Saksi Sapriadi 
membeli sepeda tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah) selanjutnya hasil penjualan sepeda terdakwa berikan kepada 
Lk. Aswar dan terdakwa menerima Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 
kemudian saksi Miftahul Huda jalan-jalan ke Jalan Cendrawasih Makassar 
untuk mengecek apakah sepeda Lk.Fajar ada di Jalan Cendrawasih karena 
di Jalan Cendrawasih banyak tempat penjualan sepeda bekas dan ternyata 
sepeda milik Sdr. Fajar ada di dtempat penjualan sepeda bekas milik Sdr. 
Sapriadi. 
 Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 Bahwa dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam analisa 
hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa 
telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan 
tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. 
 Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pindana 
penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka penuntut umum 
mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut : 
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 1. Menyatakan terdajwa Ridwan Saleh Alias Sinchan, terbukti  
  bersalah  melakukan tindak pidana “Penadahan”,   
  sebagaimana diatur dalam Pasal  480 Ke -1 KUHP. 
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan Saleh Alias  
  Sinchan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4  
  (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan. 
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merek 
  Polygon  warna kuning hitam dikembalikan kepada saksi  
  Fajar. 
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya  
  perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).  
4. Amar Putusan 
 
 Dalam perkara ini, setelah Hakim memperhatikan pasal 480 ke 1 
KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim 
memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Saleh Alias Sinchan terbukti 
 secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
 “Penadahan” ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu 
 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ; 
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah 
 dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
 dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda merek 
 Polygon warna kuning hitam dikembalikan kepada saksi Fajar ; 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
 2000,- (dua ribu rupiah). 
 Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa 
lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena 
adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. 
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 Hal-Hal yang dapat meringankan tersebut adalah sebagai berikut : 
 - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; 
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan 
    tersebut ; 
 - Terdakwa sopan dalam persidangan ; 
 Adapung hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai 
berikut : 
 - Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat : 
 - Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban. 
5. Komentar Penulis 
 
 Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung 
pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah 
satunya yaitu bagaimana peran penegak hukum dalam menggunakannya 
dalam kehidupan nyata. 
 Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan pidana dalam sidang 
pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan 
penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikinya, seorang 
Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan tuntutan yang 
membuat terdakwa tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam 
memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang 
dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat 
dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa 
dalam surat dakwaannya. 
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 Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai Penadahan 
yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh terdakwa Ridwan Saleh alias 
Sinchan. Dalamkasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara 
teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana yang 
dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan 
ditandatangani oleh penuntut umum serta indentitas lengkap dari terdakwa. 
Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas 
dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut 
waktu dan tempat pidana itu dilakukan. 
 Hakim dalam memeriksa perkara ini, berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus diatas maka 
dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentutan baik hukum formil 
maupun hukum pidana materill dan syarat dipidananya seorang terdakwa. 
 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, (Hakim) Suparman 
Nyompa, S.H,M.H. yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan 
berdasarkan tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi 
Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini pasal 480 ayat (1) 
tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 
di persidangan kemudian Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah 
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dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) 
tentang penadahan. 
 Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa 
lebih rendah dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena 
adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi 
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Perkara ini, 
Jaksa penuntu Umum membuat surat dakwaan tunggal sebab berisikan 
satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, yakni 
melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, yaitu menjual suatu barang yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut 
diperoleh dari kejahatan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa 
penerapan hukum pidana oleh Hakim Tunggal Suparman Nyompa, SH, 
MH. dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh anak dengan nomor 
putusan 134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks yakni dalam pasal 480 ayat 1 ke-
1 sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan 
Saleh alias Sinchan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat 
dipidana. 
Pertimbangan Hukum Oleh Hakim 
 Hakim sebelum memutus suatu perkara tindak pidana harus 
memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang 
hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif 
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dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan. Dalam amar putusan Hakim menyebutkan dan menjatuhkan 
sanksi berupa : 
1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Saleh Alias Sinchan terbukti  secara 
 sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
 “Penadahan” ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu 
 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah 
 dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
 dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda merk Polygon 
 warna kuning hitam dikembalikan kepada saksi Fajar ; 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
 2.000,- (dua ribu rupiah) 
 Hal-Hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah : 
1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana 
 diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal  480 ke-1 
 KUHP ; 
2. Hakim mempertimbangkan di persidangan Jaksa Penuntut  Umum 
 telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar 
 keterangannya dibawah sumpah yakni : 1. Saksi Fajar dan 2. Saksi 
 Miftahul Huda sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita 
 Acara Persidangan ; 
3. Hakim mempertimbangkan Terdakwa menyatakan  keterangan 
 saksi-saksi tersebut benar ; 
4. Hakim mempertimbangkan di persidangan telah didengar pula 
 keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam 
 Berita Acara Persidangan ; 
5. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
 Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan  
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 kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
 meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penadahan” ; 
6. Hakim mempertimbangkan di sepanjang pemeriksaan perkara ini 
 Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf 
 yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan 
 Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal 
 dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku 
 dalam masyarakat ; 
7. Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa berada 
 dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; 
8. Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan berat 
 ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal 
yang meringankan sebagai berikut : 
 a. Hal-hal yang memberatkan : 
     -  Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; 
     - Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ; 
 b. Hal-hal yang meringankan : 
     - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga  
     - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan  
        tersebut ; 
    - Terdakwa sopan dalam persidangan. 
9. Hakim  mempertimbangkan oleh karena terdakwa dinyatakan 
 bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus membayar biaya 
 perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar 
 putusan ini. 
1. Putusan Hakim 
 Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 480 ke 1 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Hakim tunggal Suparman 
Nyompa, S.H.,M.H. selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa Ridwan 
Saleh alias Sinchan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana penadahan yang didakwakan kepadanya yang 
dibuat oleh Penuntut Umum. 
 
2. Komentar Penulis 
 Putusan Hakim sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua 
pihak termasuk bagi korban kejatahan, bagi pelaku kejahatan atau antara 
pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat atau seringan apapun pidana 
yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak 
melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan 
dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah 
apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga 
putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa 
keadilan. 
 Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika 
perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinka. Dalam 
upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus 
mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-
pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari 
latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi 
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terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait 
dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. 
 Terkait perkara No.134/Pid.Sus.Anak/20150PN.Mks Hakim sebelum 
menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari 
aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. 
Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang 
didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim 
dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa 
tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan 
yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan 
Hakim. 
 Sebelum perimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan oleh Hakim, maka terlebih dahulu Hakim anak menarik 
fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 
kumulatif dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-
fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana 
tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa 
sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat 
langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang 
bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut. 
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 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut kemudian 
diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Hakim 
dalam mengambil keputusan. Selama pemeriksaan di persidangan pada 
diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban 
pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang 
mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus 
dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut. 
 Pada perkara No 134/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks ini Hakim 
memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah terlah melakukan tindak pidana “Penadahan” 
 Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penuilis 
melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri 
Makassar yang menangani perkara ini, yaitu Hakim Suparman Nyompa, 
S.H., M.H. pada tanggal 19 Agustus 2016 untuk mengetahui apa yang 
menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
 Hakim dalam kasus ini memberikan putusan yang lebih ringan 
dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum menuntut Terdakwa Ridwan Saleh alias Sinchan dengan 
pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam 
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tahanan. Sedangkan putusan Hakim Suparman Nyompa S.H.,M.H. adalah 
menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 
 Akan tetapi penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya 
menjatuhkan pidana berupa tindakan kepada terdakwa dan bukan pidana 
penjara, misalnya menyerahkan terdakwa pada Dinas Sosial terkait untuk 
mengikuti pendidikan, pelatihan kerja dan sebagainya mengingat terdakwa 
adalah seseorang yang masih tergolong anak. Anak merupakan aset 
kehidupan berbangsa dan bernegara maka masih perlu memerlukan 
bimbingan dan pendidikan serta kemampuan kerja demi menunjang dan 
memperbaiki kehidupannya kelak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Setelah diuraikan dalam hasil penelitian dan analisis selanjutnya 
 dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
      1.  Putusan Hakim dalam perkara tindak Pidana penadahan yang 
 dilakukan oleh anak apabila dikaitkan dengan tuntutan Jaksa 
 Penuntut Umum ternyata jauh lebih ringan. Dalam surat tuntutannya, 
 perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan pelanggaran Pasal 
 480 ke-1 KUHP, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 
 namun dalam putusannya hakim hanya memvonis anak selama 3 
 (tiga) bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa. 
      2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada 
 terdakwa yang dibawah umur di Pengadilan Negeri Makassar adalah
 memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap 
 keterangan terdakwa, saksi serta barang bukti yang dihadirkan di 
 persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang 
 didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah hakim 
 mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan memperingan 
 pidana dan akhirnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil 
 pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan 
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 terhadap terdakwa adalah mengenai pertimbangan mengenai hal-
 hal yang memperberat dan memperingan pemidanaan dengan 
 mendasarkan pada pertimbangan yuridis / hukumnya, serta didasari 
 fakta-fakta yang terbukti di persidangan. 
B. Saran 
 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun  saran-saran dari penulis 
 sebagai berikut : 
      1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap perkara  ini dalam hal ini 
 anak sebagai pelaku, hakim harus mampu memberikan efek yang 
 dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap diri anak tersebut. Dan 
 juga dapat memberikan efek bagi terdakwa dalam hal ini anak agar 
 tidak mengulangi kembali perbuatannya. Serta mampu memberikan 
 efek pencegahan bagi masyarakat lain agar takut untuk melakukan 
 tindak pidana penadahan. 
     2. Pertimbangan Hakim yang mendasari untuk menjatuhkan putusan 
 adalah karena terdakwa masih dibawah umur, sehingga dijatuhi 
 pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini didasari karena melihat 
 bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah 
 satu sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus cita-
 cita bangsa. Saran penulis, dengan melihat pelaku masih dibawah 
 umur, maka dapat dikenakan dengan pidana tindakan. 
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